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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Terjadi proses pewarisan uang dalam rekening Nasabah Penyimpan 

yang meninggal dunia. Proses pewarisan tersebut terjadi saat Nasabah 

Penyimpan meninggal dunia, di mana uang yang berada dalam 

rekeningnya menjadi harta warisan, Nasabah Penyimpan yang 

meninggal dunia menjadi pewaris, dan harta warisan tersebut menjadi 

hak ahli waris yang ditinggalkan. Jika ahli waris tidak mengklaim uang 

yang masih berada dalam rekening Nasabah Penyimpan yang meninggal 

dunia, maka uang tersebut akan menjadi harta warisan tidak terurus 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1126 KUHPerdata. Kemudian 

berdasarkan Pasal 1129 KUHPerdata, apabila setelah melewati jangka 

waktu 3 (tiga) tahun sejak harta warisan terbuka namun masih tidak ada 

ahli waris yang muncul atau hadir, maka BHP akan mengurus harta 

warisan yang ditinggalkan itu dan kemudian harta tersebut akan menjadi 

milik negara.  

Berdasarkan prosedur yang dimiliki oleh bank, bank akan melakukan 

pemblokiran debit sementara waktu terhadap rekening Nasabah 

Penyimpan yang meninggal dunia. Bank melakukan tersebut saat 

mendapatkan informasi bahwa Nasabah Penyimpan yang bersangkutan 

meninggal dunia. Pemblokiran tersebut dilakukan sampai ada ahli waris 

yang datang ke Bank dan membuat permohonan supaya pemblokiran 

tersebut dicabut atau saat diketahui di kemudian hari bahwa ternyata 

Nasabah Penyimpan belum meninggal dunia.  

Berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan, bank memiliki kewajiban untuk 

merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan 
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yang dimiliki nasabah tersebut, namun terdapat pengecualian sehingga 

bank dapat memberikan informasi tersebut kepada ahli waris yang sah. 

Bank akan memberikan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan 

simpanan yang dimiliki nasabah tersebut kepada ahli warisnya saat ahli 

waris dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat diterima 

oleh bank. Jika ahli waris tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

diminta oleh bank, maka bank tidak dapat memberikan informasi 

mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan yang dimiliki nasabah 

tersebut.  

b. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, para ahli waris karena hukum 

memperoleh hak milik atas benda yagn ditinggalkan oleh pewaris, 

sehingga pihak yang berhak atas uang dalam rekening Nasabah 

Penyimpan yang meninggal dunia adalah ahli warisnya. Jika ahli 

warisnya tidak mengklaim uang tersebut, maka uang tersebut akan 

menjadi harta warisan tidak terurus. Pihak yang berhak untuk mengurus 

harta warisan tidak terurus adalah BHP.  

Berdasarkan prosedur yang dimiliki oleh BHP, BHP akan mengurus 

harta warisan yang tidak terurus setelah menerima laporan mengenai 

keberadaan harta warisan yang tidak terurus, namun sampai saat ini 

tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bank untuk 

melaporkan dan memberikan informasi mengenai Nasabah Penyimpan 

yang meninggal dunia dan informasi mengenai simpanannya kepada 

BHP sehingga BHP tidak dapat mengurus uang yang ditinggalkan oleh 

Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli 

waris.  

 

6.2.  Saran 

a. Perlu ada pengaturan mengenai tindakan bank atas keberadaan uang milik 

Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli 

warisnya, sehingga uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia 

dan tidak diklaim oleh ahli waris tidak akan tertahan begitu saja di bank. 
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b. Perlu ada pengaturan supaya bank dapat melaporkan keberadaan uang 

milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh 

ahli warisnya kepada BHP, karena dalam praktik yang terjadi selama ini 

bank baru akan memberikan informasi mengenai rekening nasabahnya 

yang telah meninggal saat ahli warisnya yang sah datang ke bank dan dapat 

membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah. 

Peraturan tersebut harus mengatur mengenai kewajiban bank untuk 

melaporkan keberadaan uang dalam rekening milik Nasabah Penyimpan 

yang meninggal dunia dan uang tersebut tidak diklaim oleh ahli waris 

kepada BHP. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga harus terdapat 

ketentuan mengenai jangka waktu penyimpanan uang yang tidak diklaim 

oleh ahli waris di bank. 

c. Peraturan yang dibuat dapat berupa Peraturan OJK karena OJK dapat 

menetapkan peraturan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU OJK.  
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